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BABI 

PENDAHULUAN 

Setiap otallg yang bekeJja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari 

pekeJjaannya tersebut Demikian juga dengan pegawai atau karyawan yang 

bekerja pada sebuah perusahaan ataupun instans1 pemerinlllban, tentunya akan 

mendapa1kan penghasilan yang biasanya disebut dengan gaji. Atas 

pengbasilan yang diterima dari pekerjaan yang dilakukannya, pemerintah akan 

menarik pajak dari penghasilan tersebut. Pajak yang berlaku bagi pegawai 

adalah pajak penghasilan pasaJ 2 L '"Pajak penghasitan pasaJ 21 meropakan 

pajak yang terutang atas pengbasilan yang meojadi kewajibe.n wajib pajak 

untuk membayamya. Penghasitan yang dimaksud dapat berupa Gaji. upah, 

honorarium tunJangan dan pembayaran lain dengan nama apaplD1 sehubungao 

dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilalrukan oleb wajib pajak orang 

pn"badi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam undang-undang PPb 

pasa1 21 "(Resmi 2008: 143). 

Peraturan pcrundang-undangan yang mengatur besamya tarif pajak, tata 

cara pembayaran dan pelaporan pajak pengbasilan di Indonesia adalab 

Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1983 yang telah di sempl.Dllakan dengan 

UU Nomor 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994,di sempumakan lagi dalam 

UU No. 17 Tabun 2000 serta di sempumakan kembali dalam UU No. 36 

Tahun 2008 (www.pajak .com). 
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Uodang-undang pajak penghasilan pasal 21 telah menetapkan sistem 

pajak secara withholding tax system. Withholding Tax System yaitu suatu 

sistem yang mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan 

pemotongan atas pajaknya orang lain. Dengan sistem io.i, pibak yang 

melakukan transaksi elc:onomi waj1b menghitung pajalc: dan melalc:ulc:an 

penghitungan besamya pajak penghasilan atas pengbasilan yang diterima oleh 

setiap pegawai atau laltyawan, maka akan langsung dilalc:ulam pcrnotongan 

PPb pasal21 oleb instansi atau perusabaan terse but 

Pibak-piba.k yang termasuk dalam pemotongan PPh pasal 21 adalah 

pibak pemberi Jc:etja yang terdiri atas orang pnbadi dan badan, perusahaan, 

badan dan bentulc: Usaha Tetap (BUT), bendaharawan pemerintab bailc 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah I pemda, dana pensil.m badan 

penyeleoggara Jaminan Sosial Tenaga Ketja (Jamsostek), yayasan, asosiasi, 

lembaga, organisas1 masa, organisasi sosial, politik, kepanitiaan, perkumpulan 

dan organisasi lainnya serta organisasi intemasional yang telah diteotulc::an 

berdasarlc:an Keputusan Meoteri Keuangan" (Resmi, 2008:143). Dalam 

melakulcan Penyetoran Pajak Terutang, pemberi kerja menggunakan Surat 

Setoran Pajak (SSP), sedangkan dalam melaporkan pajalc: terutang pemberi 

ketja meoggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)_ (Resmi, 2008). 

Pengaruh pemotongan PPh pasal 21 meourut UU No. 36 Tahun 2008 

terhadap pembayaran gaji dapat dilihat dari besar gaji sebelum dilakukan 

pemotongan PPh pasal 21 dan setelah d!lakulc:an pemotongan PPh pasal 21, 

dapat di lihat bempa besar pemotongan yang dikenakan terhadap gaji. 


